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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN |
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN |
‘NOMOR 32 TAHUN 2014 5
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBAS;
DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH o
TERUTANG SERTA PEMBATALAN PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN |
" RETRIBUSI DAERAH ©

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
| BUPATI HULU SUNGAI §ELATAN ,

Menimbang : a. bahwa dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberi:kan
keringanan, pengurangan, pembebasan dap
penghapusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah; P

b. bahwa pemberian keringanan, pengurangar,
pembebasan dan penghapusan Pajak Daerah Hdan
Retribusi Daerah terutang serta Pembatalan Ketetaban
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimlhna
dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara l?bi h
berdayaguna dan berhasil guna serta tuk
memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak
Daerah dan Retribusi Daeral, perlu diatur mengénai
tata cara pemberian keringanan, pengurang'ar,
pembebasan dan penghapusan Pajak Daerah dap
Retribusi Daerah terutang serta Pembatalan Ketetapan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut; |

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaiman
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan
Penghapusan Pajak Daerah dan Retribusi Dae}rah
Terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah; '

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tent
Penetapan Undang-Undang Darufdt Nomor 3 Tahuj
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II| d
Kalimantan (Lembaran- Negara Republik Indonesi
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negar.
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenthn
angan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi

n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar

publik Indonesia Nomor 4286); i
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Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemb ramn
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tex:iar
b

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentan
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawsd
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T: ‘
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400); 1

S. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentarg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai larta
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repdbl{k
Indonesia Nomor 4844); .

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajq
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah :
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ne‘gag‘a
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,-Tambavhay>n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent Jg
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerin
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 91 Tahun
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasark
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Scndirial[)l
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indoresja
Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179); '

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir den
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteyri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedom
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republj
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
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13. Peraturan Dacrah  Kabupaten Hulu Sungai Sel
Nomor 26 Tahun 2007 t(entang Kewena

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sel
Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daergh
Kabupaten Hulu Bungai 8clatan Nomor 110);

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dagr:
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Dagr:
Kabupaten Hulu Sungai Sclatan Tahun 2008 Nomor
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Hulu Sun

Peraturan Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Selatgn
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturgn
Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organ&s si
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dacrah Kabupaten 1

Sungai Selatan (Lembaran Dacrah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahign
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 1); |

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pcngeldlai.n
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten H
Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 5);

16. Peraturan Daecrah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khustis
Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2); ‘

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatgn
Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selats
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tan
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sel’at
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daﬂer@h
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4); <

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembar
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 20]1
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Nomor 9);
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21.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Seﬂa]
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Uaka
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembar.
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor|
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dafger
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 20
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomol}
Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa UrP
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Scalﬁ
Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dal
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Ja
Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembgr
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2014
tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jaga
Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lemb‘ar?n
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan |
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai |
Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);

4

MEMUTUSKAN :

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN

PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI ?
DAERAH TERUTANG SERTA PEMBATALAN KETETAPAN

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. ‘

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  TATA CA% ‘

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan.

5. Pejabat adalah pegawai yan
Daerah dan Retribusi Dae
undangan yang berlaku.

B

g diberi tugas tertentu dibidang Pajak
rah sesuai dengan peraturan perundang-

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SiKFfD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan. !

4

Scanned with CamScanner



~

10.

11.

12,

13.

14,

17.

18.

19.

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat dacrah pada Pemerintah Daerah selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak mel

usaha yang melipud perseroan terbatas, perseroan komanditqr,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Bad
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpula?x,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organise*s?
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
selanjutnya disebut DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

i

selanjutnya disebut Kepala DPPKAD, adalah Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, y%f
Selatan.

|
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tida
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan un
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat i

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungut{ﬁ
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin terten
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daer%h
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 5

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu sa!t,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah. '

Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi, atau dalam bagian
tahun retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD

adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak
yang terutang.

. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat

SPTRD adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya
Retribusi yang terutang.

Surat ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,

adalah surat ketetapan retribusi yang menentuksn besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Scanned with CamScanner



20.

21,

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebpt
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih Heshr
daripada pajak yang terutang atau scharusnya tidak terutang.

|
Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, ?ﬁl h
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dila nk.
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara| lajn
ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupqti.!

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, aqm
surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administr {si
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRP!
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentiiks '
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retrib{sz
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tide
terutang. |

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar paja{k,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. !

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu. -

Pemohon adalah wajib pajak atau wajib retribusi atau kuasa ‘alib
pajak atau kuasa wajib retribusi yang menyampaikan permohpn%m
pengembalian kelebihan pajak atau retribusi. !

Keringanan Pajak/Retribusi adalah keringanan terhadap dagar
pengenaan Pajak/Retribusi, yang diberikan berdasarkan pertimbahgan
dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan; !

Pengurangan  Pajak/Retribusi  adalah pengurangan  terhadpp
Pajak/Retribusi terutang, yang diberikan berdasarkan pertimbanggn
dan alasan kondisi tertentu Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau kondisi
tertentu objek Pajak/objek Retribusi. d]‘

Penghapusan Pajak/Retribusi terutang penghapusan terhad Ap
Pajak/Retribusi terutang, yang dilakukan berdasarkan pertimbangan
dan alasan bahwa Pajak/Retribusi terutang tidak mungkin ditagih légi
karena hak untuk merlakukan penagihan sudah kadaluwarsa 'atau
karena adanya sanksi administrasi yang timbul bukan karena
kesalahan Waib Pajak/Wajib Retribusi.

Pembatalan ketetapan Pajak/Retribusi adalah pembatalan terhadap
Surat Ketetapan Pajak/Retribusi atau Surat Tagihan Pajak/Retribusi
dikarenakan ketetapan tersebut tidak benar.

Scanned with CamScanner



BAB I1

KERINGANAN, PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK/RETRIBU

Bagian Kesatu
Alasan dan Pertimbangan 5

Pasal 2

: & . !
(1) ‘(@n‘gaxfan%ajak/ Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak/Wajib

(2)

@)

(4)

(6)

(7)

(1)

(2)

i i berupa keringanan terhadap dasar pengenaan
ggjt;}:)/lgclmgirsllg dibaw%h‘” }getcn%ug_m yang telah ditetapkan, ya.ﬁ
diberikan bcrda’sgr}cg,r'll ‘pctztimbangan dan alasan tertentu yang dapft .
dipertanggungjaiaban’.
Pén'ghrangan Pajak/Retribusi dapat dib_crika_n kepada Wajib
Pajak/Wajib Retribusi berdasarkan _ pertlmbangap kemampu_
membayar Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau kondisi tertentu Objek
Pajak/Objek Retribusi.

Pembebasan  Pajak/Retribusi dapat dibqrikan kepada Wajib
Pajak/Wajib Retribusi atas Pajak/Retribusi yang terutang, yang
diberikan karena terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang
luar biasa.

ertimban| dan alasan tertentu yang dapat diperta.nggunawabk@
Et%afgaima%?dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perhmbanga{n
untuk meringankan beban Wajib Pajak/Wajib Retribusi kalangan
tertentu seperti anak sekolah, pengusaha kecil, jenis-jenis usaha yang
bergerak di bidang pelayanan publik atau kalangan lainnya yang
melakukan kegiatan mendukung program Pemerintah Daerah.

Pertimbangan Kemampuan membayar Wajib Pajak/Wajib Retribusi
sebagaiman dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. untuk orang pribadi adalah rendahnya kemampuan membayar
schingga Wajib Pajak/Wajib Retribusi kesulitan untuk memenuhi
kewajibannya membayar Pajak/Retribusi yang terutang; dan

b. untuk Badan adalah kerugian atau kesulitan likuiditas yang dialami
sehingga Wajib Pajak/Wajib Retribusi kesulitan untuk memenuhi
kewajibannya membayar Pajak/Retribusi yang terutang.

Kondisi tertentu Objek Pajak/Objek Retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (2), adalah keadaan objek Pajak/Objek Retribusi i

untuk diberikan pengurangan misalnya Objek Pajak/Objek Retribusi
mengalami kerusakan/musnah.

Bencana sebagaiman dimaksud pada ayat (3), adalah bencana al

yang terjadi di Daerah dan secara resmj ditetapkan sebagai benc

alam oleh Pejabat yang berwenang , sedangkan sebab-sebab lain a
luar biasa adalah kejadian luar biasa Yang terjadi di daerah sepe
wabah penyakit, kebakaran dan kekeringan.

'
i

a

Bagian Kedua : i
Ketentuan dan Persyaratan i

l
Pasal 3 .
Kcringangn Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2|ayat
(1), diberikan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi sebelum penetapan
pajak texjutargg, dengan cara mengurangi dasar pengena
Pajak/Retribusi Daerah dibawah yang telah ditetapkan. ‘ j

P?ngurangan atau  pembebasan Pajak/Retribusi sebagaiqd ia
dlr.naksud"dalam P.asa_l' 2 ayat (2) dan ayat (3), diberikan kepada Waiib
Pajak/Wajib Retribusi atas Pajak/Retribusi yang terutang yang

dinentum dalam SKPD, SPTPD, atau SKRD atey dokumer |5, yahg
dipersamakan —l

Scanned with CamScanner

e

L

\/,,

V4



(3) Pajak/Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKPD, SPTPD,
atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sc_bagalma -
dimaksud pada ayat (2) adalah Ketetapan Pajak/Retribusi termast:

sanksi administrasi. i

P ngan atau pembcbasan Pajak/Retribusi yang terutang yarlg
@ t:r’églxl\{ﬁn% dalam SKPD, SPTPD atau SKRD atau dokumen lain yarlg

dipersamakan secbagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya d,pft

diberikan terhadap ketentuan Pajak/Retribusi yang tidak benar.

5) Pengurangan atau pembebasan terhadap sanksi administrapi

& scbggaimgna dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan terhadgp
sanksi administrasi yang dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Vs
Pajak/Wajib Retribusi dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak/Wajib
Retribusi. :

Pasal 4 '
Keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak Daerah/Retribusi D%?rah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan tcrhada.p [aj
Pajak/Wajib Retribusi yang mengajukan _ permohonan  keringanat
pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi kepada Bupati.

Pasal 5

(1) Permohonan keringanan Pajak/Rertribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi orang pribadi :

1. Surat Permohonan keringanan Pajak/Rertribusi yang sekuraz_)'g-
kurangnya memuat alasan Permohonan keringanan Pajdk
Daerah/Retribusi Daerah; dan

2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
b. Untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi berupa Badan :

1. Surat Permohonan keringanan Pajak/Rertribusi yang sekurang-
kurangnya memuat  alasan Permohonan keringanan
Pajak/Retribusi;

2. Fotocopy KTP pengurus Badan yang masih berlaku; dan
3. Fotocopy bukti pendirian Badan.

=)
~

c¢. Untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi orang pribadi atau Badan secara
kolektif :

1. Surat Permohonan keringanan Pajak/Rertribusi secara kolektif
yang sekurang-kurangnya memuat alasan Permohonan
keringanan Pajak/Retribusi; dan f‘

2. Fotocopy KTP orang yang bertindak untuk dan atas nama se :
sah mewakili Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang mengajukan
keringanan 'secara kolektif, ‘

d. Setiap permohonan hanya dapat diajukan terhadap satu jenis
Pajak/Rertribusi.

(2) Permohonan pengurangan atau Pembebasan Pajak/Retri!bujsi

sebagal:mana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratdn
sebagai berikut :

a. Untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi orang pribadi :

1. Surat Permohonan  pengurangan  atau ‘ pembcbas2
Pajak/Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alas
permohonan pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi; |

2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku; dan
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3. Fotocopy SKPD, SPTPD atau SKRD atau dokumen lajn yang
dipersamakan  yang  dimohonkan pengurangan  ata
pembebasannya. ‘

b. Untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang berupa Badang : {

bebas

1. Surat ~ Permohonan  pengurangan atau  pem ] i:

Pajak/Retribusi yang sekurang-kurangnya _memuat a{as
Permohonan pengurangan atau Pembebasan Pajak/Retribusi;

v

2. Fotocopy KTP pengurus Badan yang masih berlaku;
3. Fotocopy bukti pendirian Badan; dan

4. Fotocopy SKPD, SPTPD atau SKRD yang dimohonkan
pengurangan atau pembebasannya. |

c. Permohonan diajukan dengan ketentuan batas waktu seH:agai
berikut : o

1. Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditenmgm](a
SKPD, SPTPD atau SKRD; ‘

) . . . dj'mva
2. Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terja :
bencgna alam dalam hal pembebasan Pajak/ Retnbus1.d1ajl+kcn
karena alasan bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. |
d. Wajib  Pajak/Wajib Retribusi  tidak memiliki . tunggz
Pajak/Retribusi periode sebelumnya atas Objek Pajak/Re
yang dimohonkan pengurangan atau pembebasan kecuali dal

Objek Pajak/Objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab|lajn
yang luar biasa, ‘

Bagian Ketiga !
Tata Cara !

Pasal 6

b
Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian keringanan, pengurangan
atau pembebsan Pajak/Retribusi adalah sebagai berikut ‘

a. Permohonan pengajuan surat dan pemberian keringanan, pengurangan
atau pembebsan Pajak/Retribusi kepada Bupati melaluj Kepala SKPKD
untuk Pajak atau melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
pemungut Retribusi untuk Retribusi Daerah,

b. Surat Permohonan sebagaiman dimaksud pada angka 1 ditulis dalam
Bahasa Indonesia disertaj dengan alasannya yang jelas dan
ditandatangani oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau kuasanya;

¢. Dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh Ky
Pajak/Wajib Retribusi, maka harus dibuktikan deng
bermaterai cukup.

asa dari Wajib
an Surat Kuasa

Pasal 5 dan Pasal 6, masing-masing dalam rangkap 2 (dua) yang telah
dilegalisir dan/atau disahkan sesuai ketentuan yang berlaku;

€. Surat Permohonan beserta lampirannya diserahkan kepada petugas
yang menangani pemberian keringanan, péngurangan atau pembebasan
Pajak/Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Permohonan keringanan, peéngurangan atau pembebasan Pajak
diserahkan kepada petugas SKPKD; dan

2. Permohonan keringanan, Peéngurangan atau pembebasan Rctribﬁsi
diserahkan k

epada petugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pemungut Retribusj yang bersangkutan.
f. Berkas permohongn yang telah diterima petugas pelayanan, selanjutnya
dilakukan pemeriksaan /penelitian adminstratif oleh Tim Peneliti pada
l:anSatuan Kerja Perangkat daerah Pemungut Retribusi yang

»
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g- Berkas permohonan yang belu_m memenuhi persyaratan (belum bcn‘l r
dan lengkap) dikembalikan kepada ~ pemohon untuk
dibetulkan/dilengkapi; ‘

h. Berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan (benar d
lengkap) selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik Tim peneliti terhad P
kondisi lapangan Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan/atau terhadap Objek
Pajak/Objek Retribusi;

i. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian fisik, Tim
Peneliti merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan at:%u
ditolak;

j. Berdasarkan rekomendasi hasil peneliti yang dikabulkan, diterbif |
Keputusan Bupati atau Keputusan Pejabat paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja terhitung mulai tanggal diterbitkannya rekomendasi oleh T
Peneliti; a

k. Keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan
Pajak/Retribusi diserahkan kepada pemohon; |

1. Terhadap permohonan yang ditolak diterbitkan surat penolakan
permohonan; [

m. Surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf] i
disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakann
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dilaksanakannya
peneliti fisik oleh Tim Peneliti.

Bagian Keempat ‘

Keputusan Pemberian Keringanan, Pengurangan Atau Pembebasan P'pJ?k
Daerah/Retribusi Daerah I‘

|

Pasal 7

Keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan aj.gtk
Da;ra_l'\/ Retribusi Daerah dapat berupa mengabulkan seluruhnya atdu
sebagian. !

Pasal 8

Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang telah diberi suatu keputusan keringana
pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi tidak dapat mcnggj k4
lagl pcrx_nohgnan keringanan, pengurangan  atau pcmbcbias.?n
Pajak/Retribusi terhadap Objek Pajak/Objek Retribusi yang sama. N

= s

1
BAB III
PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Alasan Penghapusan
Pasal 9

(1) Piutang Pajak/Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapuskan,

(2) Sanksi administrasi yang berupa bunga, denda dan/atau kenaiks
Pajag/R{:tn'busi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak/Wajib
Retribusi atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak/Wajib Retribusi
dapat dihapuskan. ,

Bagian Kedua
Ketentuan dan Persyaratan
Pasal 10

(1) Penghapusan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1), dapat dilakukan apabila memenuh;j persyaratan sebagai berikut:

10
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a. Masuk dalam daftar inventarisasi hasil pemeriksaan ‘ya%ng
menyatakan bahwa Pajak/Retribusi tersebut dapat dihapuskan; dan

b. Telah ditetapkan oleh Bupat scbagai Pajak/Retribusi yang telah
Kadaluwarsa penagihannya dan dapat dihapuskan.

(2) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalar_n Pas 19
ayat (2), dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikuit:
a. Adanya permohonan penghapusan sanksi administrasi dari Wajib

Pajak yang berisi alasan dan penjelasan bahwa sanksi administrasi
tersebut timbul karena kekhilafan Wajib Pajak dan bukan karena

kesalahan Wajib Pajak; dan
b. Wajib Pajak/Wajib Retribusi telah melunasi Pajak yang terutang;

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 11

Tata cara penghapusan piutang Pajak/Retribusi sebagaimana dimakspd

dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. DPPKAD selaku SKPKD melakukan penelitian untuk men.ginventax:'ilsjﬁii
Piutang Pajak/Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karenal
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; !

b. Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sekurang-
kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran;

¢. Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf|a,
Kepala DPPKAD mengusulkan penetapan penghapusan Pajak/Retnibusi

kepada Bupati; 3
d. Atas usulan sebagaiman dimaksud pada huruf b, Bupati menctapl;a.n

penghapusan Pajak/Retribusi dengan menerbitkan Keputusan Bupati;
dan i |
|
e. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf ‘d,
Kepala DPPKAD melakukan penghapusan piutang Pajak/Retribusi
dengan cara menghapus piutang Pajak/Retribusi tersebut di
pembukuan pitang Pajak/Retribusi. "

ri

Pasal 12

Tata cara penghapusan piutang Pajak/Retribusi sebagaiman dimaksild
dalam Pasal 9 ayat (2) adalah sebagai berikut : ‘

a. DPPKAD sclaku SKPKD melakukan verifikasi dan validasi terhadhp
permohonan penghapusan sanksi administrasi;

b. Apabila berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf |a,
permohonan tersebut telah benar dan lengkap, maka Kepala DPPKAD
mengusulkan penetapan penghapusan sanksi administrasi kepada
Bupati;

C. Atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapk;ﬁn

penghapusan sanksi administrasj dengan menerbitkan Keputusan
Bupati; dan

d. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d,
Kepala DPI.’KAD melakukan penghapusan sanksi administrasi dari daftar
piutang Pajak/Retribusi.

11
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BAB IV
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Alasan Pembatalan

Pasal 13
(1) Ketetapan Pajak/Retribusi yang tidak benar dapat dibatalkan.

|
(2) Ketetapan Pajak/Retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) melip\Jti
Surat Ketetapan Pajak/Retribusi dan Surat Tagihan Pajak/Retribusi.| {

Bagian Kedua
Ketentuan dan Persyaratan

Pasal 14

Pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi sebagaiman dimakspd dglam Pasal
13 ayat (1), dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Adanya permohonan pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi dari Wajib
Pajak/Wajib Retribusi: |

b. Adanya kesalahan dalam penetapan Pajak/Retribusi, yang dapat berupa
kesalahan penetapan Wajib Pajak/Retribusi, Penetapan Objek
Pajak/Retribusi, Ketetapan Pajak/Retribusi diterbitkan oleh Pejabat yang
tidak berwenang dan penetapan yang bertentangan dengan peraturan
Perundang-undangan. ,

Bagian Ketiga
Tata Cara

|

Pasal 15

Tata cara Pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksl%.ld
dalam Pasal 13 ayat (1) adalah sebagai berikut : Lo

a. DPPKAD selaku SKPKD melakukan verifikasi dan validasi terhﬁdézp
permohonan pembatalan ketetapan Pajak/Retribusi; |

b. Apabila berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pagia
huruf a, permohonan tersebut telah benar dan lengkap, maka Kepgla
DPPKAD mengusulkan penetapan pembatalan ketetapan Pajak/Retribysi
kepada Bupati; |

c. Atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapk
pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi dengan menerbitkan Keputusan
Bupati; ‘

d. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf id,
Kepala DPPKAD melakukan pembatalan ketetapan Pajak/Retribusi.

& BAB V ’
Lol
PENDELEGASIAN PENERBITAN KEPUTUSAN PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN PENGHAPUSAN ATAU PEMBATALAN PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 16

Bupati dapat mendelegasikan penerbitan Keputusan Keringanan,
Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan atau Pembatalan Ketetapan
Pajak/Retribusi kepada Kepala SKPKD untuk Pajak Daerah dan Kepala
SKPD pemungut Retribusi yang bersangkutan.

12
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Pasal 17

(1) Bentuk, format dan isi Keputusan Kepala DPPKAD atau Kepala S
Kerja Perangkat dacrah pemungut retribusi tentang pemb
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan dan Pemba
Ketetapan Pajak/Retribusi adalah sebagaimana tercantum dal
Lampiran I Peraturan Bupati ini. ‘

i

t

terhadap permohonan Keringanan, Pengurangan, Pembebas

(2) Bentuk format dan isi Laporan Hasil Penelitian oleh Tim che iti
al

Penghapusan, dan Pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi ac
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI ]
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten H 1lu
Sungai Selatan. |

Ditetapkan di Kandangan |
pada tanggal i5 Septembsr 201/

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, |

p77777e

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum d Perundang-Undangan,

ZAIN] FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

13
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELA' ‘

NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERING l,
PEMBEBASAN ATA(
DAERAH

PENGURANGAN,
PENGHAPUSAN PAJAK
RETRIBUSI DAERAH

A. KERINGANAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

KOP SKPKD/SKPD (1)

KEPUTUSAN KEPALA .....cccoovveerene ...(2) (SKPDKD/SKPD) f

Menimbang

Mengingat

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN
PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

KEPALA ........ccoeveeneenees (4) (SKPKD/SKPD)

a. bahwa

sehubungan dengan S.urat
Keringanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah atas

Permohon

...................... (5) NomOr .c..occcvvvcrenene(6)  tan
...................... (7) yang diterima oleh ............o.oei (€
berdasarkan tanda terima nomor................... (2]
tanggal = ..., (10) dan dengan
mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkdn
dalam Laporan Hasil Penelitian Nompr
...................... (11) tanggal ......................(12); i

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keput+1s
Kepala SKPDKD/SKPD tentang pemberian keringanan

Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun

1959 teritang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
Keuangan Negara

(Lembaran Negara

2003 tentang
Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentahg

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

2004 tentang

Jawab

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);
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S. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubzilk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Und
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubah
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20 4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran nga{ra
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran N?‘g a
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indome ia
Nomor 5049); i

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ceqta g
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangg
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20}1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); i

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 te g
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor |140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ia
Nomor 4578); i

l
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tex# g
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerin
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemenntah n
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara chub ik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 20 0 |
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipun |
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau lea}qar
Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer
sebagaimana telah diubah beberapakali teraklmr
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 3
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peratur 1
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang \
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
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|
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Se‘{tx
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susun
Organisasi dan Tata Kerja  Dinas-Dinas Daprdh
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Dagr
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sun
Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah de ng4n
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sell
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susun
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dacr:ih
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor |1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu SungaJ
Selatan Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok——Pbk&ek
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dax:rgx
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu SungaJ
Selatan Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sclatan
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayan
Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomerl
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sun
Selatan Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Se]at?n
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tem
Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Huju
Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tamba.h
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sclb. '
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupat n
Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambah
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungau Selatan
Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Scla
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tan
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selat
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatz
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
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Menetapkan :
KESATU

KEDUA

21.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golong
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten |
Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambah
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 11) sebagaimana telah diubah den
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 ten
Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Dader|
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor|1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan Nomor 1); |

22. Peraturan Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Scla
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Golon
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tamb
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 12) sebagaimana telah diubah den
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 20il1
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor{2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 2);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatgn
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);

24.Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor

......... (13) tentang .........(14) (Berita Daerah Kabupat;en

Hulu Sungai Selatan Tahun ......... (15) Nomor

......... (16); !
MEMUTUSKAN :

Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagi { /
menolak *) permohonan keringanan Pajak
Daerah/Retribusi Daerah kepada :

a. Wajib Pajak

Nama S (17)

NPWPD ¥ aresesnmEesarsansinestersiTossresaanas (18)

Alamat I eeaeesesesiresiseuadsanstestrensaansran (19)
b. Wajib Retribusi

Nama § aseusnssuesivssesssesessssesETETEEY (20)

Alamat B urnspenensnessanss s SRR (21)

Besamya keringanan Pajak Daerah/Retribusi Dae :ah
sebagalman_a qlmaksud pada ayat (1) adalah sebesar
......... % dari Pajak/Retribusi yang telah ditetapkan.

17

Scanned with CamScanner



KETIGA

Tembusan:

Keputusan ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...................... (22)
pada tanggal ..........cceeeeneen.. (23)
a.n. BUPATI HSS
...................... (24) !
...................... (25)
........ (26)
NIP. v (27) ;

1. Kepala DPPKAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan; ,’
2. Wajib Pajak/Wajib Retribusi ybs; |

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

KETERANGAN : |

Angka (1)

Angka (2)

Angka (3)

Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)

Angka (9)

Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)

Angka (14)

Gunakan Kop SKPKD untuk Keputusan Keringanan Pajgk
Daerah atau Kop SKPD pemungut retribusi untyk
Keputusan Keringanan Retribusi Daerah. :

Diisi nama SKPKD untuk Keputusan Keringanan Pagj.ll:
Daerah atau nama SKPD pemungut retribusi unty

Keputusan Keringanan Retribusi Daerah. ,

: Diisi dengan Nomor Keputusan Kepala SKPKD untq

Keputusan Keringanan Pajak Daerah atau Nomor chutusI:
kepala SKPD pemungut retribusi untuk Keputus‘
Keringanan Retribusi Daerah dengan ketentuan sebaghi
berikut :

Paling depan berisi kode :
Untuk SKPKD menggunakan kode : .........
Untuk SKPD menggunakan kode : .........

|
Setelah kode diberi garis miring dan nomor urut penerbitan
Keputusan Kepala SKPKD/Kepala SKPD

: Diisi dengan nama SKPKD/SKPD.
: Diisi dengan nama pemohon.

Diisi dengan nomor Surat Permohonan.

: Diisi dengan tanggal Surat Permohonan. ;
: Diisi dengan nama pegawai SKPKD/SKPD yang menenirq‘a

Surat Permohonan,

: Diisi dengan nomor agenda penerimaan Surat PcrmohomeL-n
pada SKPKD/SKPD. [

Diisi dengan tanggal diterimanya Surat Permohonan se,i‘,u i
agenda penerimaan Surat Permohonan pada SKPKD /SKED.,

Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian terhad

permohonan keringanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.,

Diisi dengan tanggal Laporan Hasil penelitian terhad

permohonan Keringanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah. .
: Diisi dengan nomor Peraturan Bupati yang mengéh*r

Pajak/Retribusi yang dimintakan keringanan.

: Diisi dengan judul Peraturan Bupati yang mengéjzttlr

Pajak/Retribusi yang dimintakan keringanan. !
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Angka (15)
Angka (16)

Angka (17)
Angka (18)
Angka (19)
Angka (20)
Angka (21)
Angka (22)

Angka (23)

Angka (24)
Angka (25)

Angka (26)

Angka (27)

: Diisi dengan tahun Berita Daerah Peraturan Bupati yaing

: Diisi dengan NPWPD Wajib Pajak.
: Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

: Diisi dengan Alamat Wajib Retribusi.
: Diisi dengan nama Kabupaten/Kota tempat Kepumsan

: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat Kepuﬁusr.n

: Diisi dengan pangkat

mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan keringanan. |

: Diisi dengan nomor Berita Daerah Peraturan Daerah Wang

mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan keringanan. |
Diisi dengan nama Wajib Pajak. |

Diisi dengan nama Wajib Retribusi.

diterbitkan.

diterbitkan. !
Diisi dengan nama jabatan Kepala DPPKAD. o

: Diisi dengan nama lengkap (dengan gelar) Pejabat yalfng

menandatangani Keputusan.

Pejabat yang menandatang%.m

keputusan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat yaﬁng
menandatangani keputusan. {
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B. PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI
DAERAH

KOP SKPKD/SKPD (1)

KEPUTUSAN KEPALA .........c...000ene..(2) (SKPDKD/SKPD)
NOMOR ...oevvrrrnerensens(3)

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN/PEMBEBASAN
PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

KEPALA .....ooovanneneenenns(4) (SKPKD/SKPD)

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Pcrrnohlp
Pengurangan/Pembebasan Pajak Daerah/Retr
Daerah atas nama ..., (5 N
...................... 6) tanggal ....coeennieinnnnd(7)
diterima oleh ..........cccocrvinnns (8) berdasarkan t
terima NOMOT  eeveeneneerarssnsannns (9) tang
...................... (10) atas SKPD/SKRD
SKPD/SKRD*) NOMOI ....covvverereverennns (11) Tahun Pa'f
...................... (12) dan dengan mempertimbangkpan
hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hgsil
Penelitian Nomor  ....ccoeevevenrennnnn. (13) tmnggal
...................... (14);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai 1?:1
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Kepu
Kepala SKPDKD/SKPD tentang pemb
Pengurangan/Pembebesan Pajak Daerah/ Retrllb‘ si
Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tt‘zlJr;l
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II El

—

Mengingat

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonefia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Neg a
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub‘llk
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentdng
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonekia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Négara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 u;nm' g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahjn
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undarig-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nq‘g a
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang ajpk
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran N(f a
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor il‘ 0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonegia
Nomor 5049); '

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terntapg
Pembentukan Peraturan Perundang-Undanggn
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ofLl
Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncgara Rep blik
Indonesia Nomor 5234); L]

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentapg
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran N#ge ra
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor i‘14 0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintgh,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahpn
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemb
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); ‘

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipl*n
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara RepT_\
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahi
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

N

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daenah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturdan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentgng
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
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|
14. Peraturan Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susun
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dagder
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daer
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nompr 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengp
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Se}a n
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selathn
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susun
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daer
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerf
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nordpr I,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungm
Selatan Nomor 1); ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok—RokPk
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Da‘crf.h
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 NomiorVS:
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sung&u
Selatan Nomor 5); | th

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pela
Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Dc-lxe
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor{1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan Nomor 1); L
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Se{lat{an
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Iu
Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tam

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Seﬁ:%:
Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak| Afas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupafen
Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tamhahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 3); ‘

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sc{la
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selajan
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Déaetgah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4); ‘

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai S la
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembazan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun [2Q11
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabuba en
Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

22,

23.

24,

Mengabulkan  seluruhnya/ mengabulkan sebag‘iajén /

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambah
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 11) sebagaimana telah diubah deEg
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selat
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 te
Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran D
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor |1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai ScI%i
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Golong
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Huju
Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambrth
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selat
Nomor 12) sebagaimana telah diubah deng
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selat
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Daer
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor £2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selata
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizin
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nompr

[Ats

......... (13) tentang .........(14) (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun ......... (15) Nompr
......... (16);

MEMUTUSKAN :

menolak *) permohonan pengurangan/pembebasan Pajak

Daerah/Retribusi  terutang yang tercantum daldm

SKPD/SKRD*) Nomor ..., (19) periode
...................... (20) :
a. Wajib Pajak
Nama $ aeeveeresssssntanintest e iasneannnsned (21)
NPWPD P aeessescunssesnasieiiaitrensnssnransased (22)
Alamat T U (23)
b. Wajib Retribusi
Nama S AT e 110550 50 R anen e n e Rins (24)
Alamat L ternierssresesnessisestrnsesiadtesenes (25)

Besarnya Pajak/Retribusi Daerah yang harus dibayar|aths
penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA
adalah sebagai berikut : !

a.

Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang terutang meriur{ut
SKPD/SKRD*) Rp. ..........coovvnn (26). b
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b. Besarnya pengurangan/pembebasan !

(T ) (27)% x Rp. ...... (28) = Rp. ......(29) ;
c. Jumlah Pajak/Retribusi yang terutang ,
Setelah pengurangan (a-b) Rp. «oveee (30)
T ) (31)
KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di .......ccceeeruenennn (32)
pada tanggal ........coeneinnnnne (33)

a.n. BUPATI HSS |

Tembusan:
1. Kepala DPPKAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan; :
2. Wajib Pajak/Wajib Retribusi ybs; :

{

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

i
'

KETERANGAN : :
Angka (1) : Gunakan Kop SKPKD untuk Keputyu.i:

Pengurangan/Pembebasan Pajak Daerah atau Kop SKPD

pemungut retribusi untuk Keputu :
Pengurangan/Pembebasan Retribusi Daerah. |
Angka (2) : Diisi nama SKPKD untuk Keputus
Pengurangan/Pembebasan Pajak Daerah atau nama SKPD
pemungut retribusi untuk Keputusan
Pengurangan/Pembebasan Retribusi Daerah. |
Angka (3) : Diisi dengan Nomor Keputusan Kepala SKPKD unti?uk

Keputusan Pengurangan/Pembebasan Pajak Daerah atau
Nomor Keputusan kepala SKPD pemungut retribusi unq'uk
Keputusan Pengurangan/Pembebasan Retribusi Daegah
dengan ketentuan sebagai berikut : ‘

Paling depan berisi kode :
Untuk SKPKD menggunakan kode : .........
Untuk SKPD menggunakan kode : .........

Setelah kode diberi garis miring dan nomor urut penerbitan
Keputusan Kepala SKPKD/Kepala SKPD

Angka (4) : Diisi dengan nama SKPKD/SKPD.

Angka (5) : Diisi dengan nama pemohon.

Angka (6) : Diisi dengan nomor Surat Permohonan.

Angka (7) : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan. ;

Angka (8)  : Diisi dengan nama pegawai SKPKD/SKPD yang menerima
Surat Permohonan. o

Angka (9) : Diisi dengan nomor agenda penerimaan Surat Permohorian
pada SKPKD/SKPD.

Angka (10) : Diisi dengan tanggal diterimanya Surat Permohonan sesuai
agenda penerimaan Surat Permohonan pada SKPKD/SKPD.
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Angka (11)

Angka (12)

Angka (13)

Angka (14)

Angka (15)

Angka (16)

Angka (17)

Angka (18)

Angka (19)

Angka (20)

Angka (21)
Angka (22)

Angka (23)
Angka (24)
Angka (25)
Angka (26)
Angka (27)
Angka (28)

Angka (29)

Angka (30)

Angka (31)

Angka (32)

: Diisi

Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat
Ketetapan ~ Retribusi  Daerah  yang  dimintak
Pengurangan/Pembebasan. |
Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam Stlﬁ
Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daera
yang dimintakan Pengurangan/Pembebasan. :

1
: Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian terhadap

Pembebasan Pajak

permohonan Pengurangan/
Daerah/Retribusi Daerah. !
Diisi dengan tanggal Laporan Hasil penelitian terhadap
permohonan Pengurangan/ Pembebasan Pay?\k
Daerah/Retribusi Daerah. o

. | i
: Diisi dengan nomor Peraturan Daerah Bupati yang mengatpr

Pajak/Retribusi yang dimintakan Pengurang ; /
Pembebasan. !
Diisi dengan judul Peraturan Bupati yang mengatpr
Pajak/Retribusi yang dimintakan Pengurangan/
Pembebasan. :

: Diisi dengan tahun Berita Daerah Peraturan Bupati yang
mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan Pengurangan/

Pembebasan.
Diisi dengan nomor Berita Daerah Peraturan Bupati yapg

' mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan Pcngurangap

H

Pembebasan.

: Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Sugat

Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan Pengurangan/
Pembebasan. i'

: Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam Suqat

Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daergh
yang dimintakan Pengurangan/ Pembebasan. Py

: Diisi dengan nama Wajib Pajak.
: Diisi dengan NPWPD Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

: Diisi dengan nama Wajib Retribusi yang tercantum dalq,m

Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

: Diisi dengan Alamat Wajib Retribusi yang tercantum dkalz?m

Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

: Diisi dengan nominal Pajak Daerah/Retribusi Daerah jyailg

terutang (diisi dengan angka).

. Diisi dengan besarnya persentase pengurangan {diisi dengjan

angka).

: Diisi dengan nominal Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang

terutang (diisi dengan angka).

Diisi dengan nominal besarnya pengurangan Pajhk
Daerah/Retribusi Daerah (diisi dengan angka).

: Diisi dengan nominal Pajak Daerah/Retribusi Daerah setelah

pengurangan/pembebasan Pajak/Retribusi (diisi

lengkap).

dengan

: Diisi dengan nominal Pajak Daerah/Retribusi Daerah setelah

dikurangi pengurangan/pembebasan Pajak/Retribusi (diisi
Jumlah nominal dengan huruf).

dengan nama Kabupaten tempat Keputusan
diterbitkan. g P P
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Angka (33) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat chut\fls+\
diterbitkan

Angka (34) : Diisi dcngan nama jabatan Kepala DPPKAD.

Angka (35) : Diisi dengan nama Pejabat yang mena.ndatanlg i
Keputusan.

Angka (36) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat yapg
menandatangani keputusan.

Angka (37) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Jabatan Kepala DPPKA]})

|
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C. PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH/RETRIBUS] DAERAH TERUTANG |

KOP SKPKD/SKPD (1) |

KEPUTUSAN KEPAIA ................ eeeee.(2) (SKPDKD/SKPD)
NOMOR ......cuueveeeennne. .(3)

TENTANG

PENGHAPUSAN
PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

KEPALA ... (4) (SKPKD/SKPD)

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohon
Penghapusan Pajak Daerah/Retribusi Daerah te ‘

|

atas nama .........ceeeeeneen, (5) Nomor ......cccceueeeneee L.
tanggal  .....cceeiiienennn. (7) yang diterima [ol¢h
...................... (8) berdasarkan tanda terima nompr
...................... (9) tanggal ......cccoeeeeeennnnnn(10) s
SKPD/SKRD atau SKPD/SKRD¥) Nompr
...................... (11) Tahun Pajak .......cceeeueneenen(12) d

dengan mempertimbangkan hasil penelitian yapg
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nompor
L
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagain,')ay'za
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusz
Kepala SKPDKD/SKPD tentang Penghapusan Pajgk
Daerah/Retribusi Daerah; x

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentapg
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahfin
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II |di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negdra
Republik Indonesia Nomor 1820);

* 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tent g
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonekia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nengira
Republik Indonesia Nomor 4400);

S. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenta?ng
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2404
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tamﬂ
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
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Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1

Tambahan Lembaran Negara Republik Indone$a
Nomor S049); ’

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentapg
Pembentukan Peraturan Perun'dang-Undang@
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20&11{

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ba%(

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repub
Indonesia Nomor 5234); {

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentapg
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran ng a
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3149,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonegia
Nomor 4578); |

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 te_r’}tan
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintgh

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerin AT
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rep{l,lb ik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembargn

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun QOPO

tentang Jenis Pajak Daerah yang Dianiut
i

(s}

-

Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Repubjik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahfn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dz;ierah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomdar 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentgng
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 12 14
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daetah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Suslu ’
Organisasi dan Tata Kerja  Dinas-Dinas Dae
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Dae
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Norrioﬁ 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah den
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selafg
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pcrubah_an TA
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai S la
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembenm_kan Susu
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dge
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Non}ox’g 13
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 1); ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok—l?o ok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dae:{ah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomog 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 5); :

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daefah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Se;:latan
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten |Hplu
Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kab pg‘ten

Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sel
Nomor 3); H

|
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai S§:1
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tapah
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selgtan
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4); 0 [

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sblajtan
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembafan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 9); e
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

Nomor 11 Tahun 2011 ten

21.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
tang Retribusi Gol

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

Sungai Sclatan Tahun 201

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sefa )

11) sebagaimana

Nomor

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahu

Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran ?—:c
ulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor] 1,.

Kabupaten H

Tambahan Lembaran Daerah

Selatan Nomor 1);

22.
Nomor 12 Tahun 2011 ten

Jasa Usaha (Lembaran D
Sungai Selatan Tahun 201
Lembaran Daerah Kabupate
Nomor 12) sebagaimana

Peraturan Daerah Kabupate
Nomor 2 Tahun 2014 ten
Kabupaten Hulu Sungai Se
tentang Retribusi Jasa

Kabupaten Hulu Sungai
Tambahan Lembaran Daer
Selatan Nomor 2);

23.

Peraturan Daerah Kabupate

n Hulu Sungai Selat

latan Nomor 12 Tahun 52(] 1
Usaha (Lembaran Daer
Selatan Tahun 2014 Nomor
ah Kabupaten Hulu Sungai

1 Nomor 11, Tamb
telah diubah d

Perubahan |Atas
n 2011 ten;l

Kabupaten Hulu Sungai

n Hulu Sungai Sdlacan
tang Retribusi Golang
aerah Kabupaten ]I—h
1 Nomor 12, Tambal
n Hulu Sungai Selaf
telah diubah deng

EEEEEES

tang Peraturan Daer

pEE

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan -

Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Hulu Sung
24.

Hulu Sungai Selatan

MEMUTUSKAN :

ai Selatan Nomor 13); |

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Norr;xor
......... (13) tentang .........(14) (Berita Daerah Kabupaten
Tahun

......... (15) Nomor

i

|4

Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan seb gil /
menolak .*) permohonan penghapusan Pajak
Daerah/Retribusi  terutang yang tercantum dalam
SKPD/SKRD*)  NOMOT  .ecoveerrerrerrvennens (19)  peripde
...................... (20) : o
a. Wajib Pajak
NamA = ! iccussessssessancaressessasessnsnsssens (21)
NPWPD & oeeeeeeeeeereveeeessesaenneneens (22)
Alamat @ e (23)
b. Wajib Retribusi
Nama :
........................................ 24
Alamat 1 L fQS;
g_esamya Pajak/Retribusi Daerah terutang  yang
ihapuskan sebagaimana dimaksud pada Diktum
PERTAMA adalah sebesar Rp. .......ccveeeremnineeiieeineennn. oo
(ceremeeererenenen e e tst e et et e s e e ss s s enenenenene ) (26) |
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...........ccceeevveee (27) !
31=Tsl: 155 a1/ | (28) |
f
a.n. BUPATI HSS ‘

...................... (29)
...................... (30) :
........ (31) f
NIP. ..vicceseesicsonssases (32) ‘
1
Tembusan: ‘
1. Kepala DPPKAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan; ;
2. Wajib Pajak/Wajib Retribusi ybs; !
Keterangan : E
*} Coret yang tidak perlu i
i
KETERANGAN : .
Angka (1) : Gunakan Kop SKPKD untuk Keputusan Penghapusan Raj

Daerah atau Kop SKPD pemungut retribusi unty k

Keputusan penghapusan Retribusi Daerah. ,

]

Angka (2) : Diisi nama SKPKD untuk Keputusan Penghapusan Paj
Daerah atau nama SKPD pemungut retribusi un k

Keputusan Penghapusan Retribusi Daerah. |

Angka (3) : Diisi dengan Nomor Keputusan Kepala SKPKD un k
Keputusan Penghapusan Pajak Daerah atau Nompor
Keputusan kepala SKPD pemungut retribusi untuk
Keputusan Penghapusan Retribusi Daerah  dengan

ketentuan sebagai berikut :

Paling depan berisi kode :

Untuk SKPKD menggunakan kode : .........
Untuk SKPD menggunakan kode : .........

Setelah kode diberi garis miring, dan tahun penerbitan
Keputusan Kepala SKPKD/Kepala SKPD

Angka (4) : Diisi dengan nama SKPKD/SKPD.

Angka (5) : Diisi dengan nama pemohon.

Angka (6) : Diisi dengan nomor Surat Permohonan.

Angka (7) : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan.

Angka (8) : Diisi dengan nama pegawai SKPKD/SKPD yang menerima
Surat Permohonan. !

Angka (9) : Diisi dengan nomor agenda penerimaan Surat Permohonan
pada SKPKD/SKPD.

Angka (10) : Diisi dengan tanggal diterimanya Surat Permohonan sesuai
agenda penerimaan Surat Permohonan pada SKPKD /SKPD.

Angka (11) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat
Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan Penghapusanf.

Angka (12) : Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam Surat

: Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah
yang dimintakan Penghapusan.

Angka (13) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian terh de
permohonan Penghapusan Pajak Daerah/Retribusi Daen

Angka (14) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil penelitian terhadhp
permohonan Penghapusan Pajak Daerah/Retribusi Daerahi
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r

Angka (15)
Angka (16)
Angka (17)
Angka (18)
Angka (19)
Angka (20)
Angka (21)
Angka (22)

Angka (23)
Angka (24)

Angka (25)
Angka (26)
Angka (27)
Angka (28)

Angka (29)
Angka (30)

Angka (31)
Angka (32)

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
‘Diisi dengan Alamat Wajib Retribusi yang

. Diisi dengan nominal Pajak Daerah/Re

: Diisi dengan

. Diisi dengan nama jabatan Kepala DPPKAD. ,

I . !
. Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Jabatan Kepala DPPKAD.

Diisi dengan nomor Peraturan Bupati E
. 4 ; b pati yang mengatur
Pajak/Retribusi yang dimintakan Penghapusan. ,
Diisi dengan judul Peraturan Bupati yang mengatur
Pajak/Retribusi yang dimintakan Penghapusan. ‘
Diisi dengan tahun Berita Daerah Peraturan Bupati Yalj,lg

mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan Penghapusan. !

Diisi dengan nomor Berita Daerah Peraturan Bupati ya.?g
mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan Penghapusan. JF
Surpt

Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah/ o
Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan Penghapusi IL
t

Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam élu ‘
Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi chr

yang dimintakan Penghapusan. g
Diisi dengan nama Wajib Pajak. 5
Diisi dengan Nomor Pokok Wayjib Paj
Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nama Wajib Retribusi

ak Daerah. ‘

yang tercantum dalgm

tercantum dfalam

|

Surat Ketetapan Retribusi Daerah. ‘
tribusi Daerah yang
terutang (diisi dengan angka). |
nama Kabupaten tempat Keputusan
diterbitkan. ‘
Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat Keputusgn

diterbitkan.

Diisi dengan nama Pejabat yang menandatanggni

Keputusan. |
. Diisi dengan Nomor

Induk Pegawai Pejabat
menandatangani keputusan.

&#\g
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e
D. PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERA+|

KOP S8KPKD/SKPD (1) |
KEPUTUSAN KEPALA .........0.00eseeeee(2) (BKPDKD/SKPD)
NOMOR .....covrsrerenseseses(3)
TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN |
PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH !

KEPALA l.l'l.ll'.'.l.‘l....ll‘4, (BKPKD/SKPD)
Surat Permohonan

Menimbang : a. bahwa schubungan dengan Pern
Pembatalan Ketetapan Pajak Dacrah/Retribusi Dacrah
terutang — atas  NAMEA e (5) Non?or
...................... 6) tanggal venesasessnnresennee( 1) |YERE
diterima oleh ..o (8) berdasarkan targé
terima NOMOL  corerssssrnrasensenses 9) tanggal
...................... (10) atas SKPD/SKRD
SKPD/SKRD*) NOMOT .oeessnenrmnsreesees (11) thun a
...................... (12) dan dengan mempertimba
hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan |
Penclitian NOMOT  wrevernernsuoeraessnss (13) tan
...................... (14);

dimaksud pada huruf a,
Kepala SKPDKD/SKPD tentang pembatalan kete

Pajak Dacrah/ Retribusi Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 te
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |[II {'di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indan
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Neggra
Republik Indonesia Nomor 1820); ‘

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 te]
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rc;ﬁl lik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembagan
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); !

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 te; g
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rc;il‘.l lik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jayab
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indongsia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400); ‘ fl

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagair “a
perlu menetapkan Keputu
L

Mengingat
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S. Undan.g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentamg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubjik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahpn

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perub
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neggra
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambg
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Ng|
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 ,(?,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indorem

Nomor 5049); |
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten
Pembentukan Peraturan Pcrun.dang-Und n 31'11
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (2 1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu 4I1k

Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran N?gira
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor | 1;9
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Pembagian Urusan Pemerintahan .
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerinta};an
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

ahun 2005 tehtzing

)

Tahun 2007 tentang
Antara Pemerintah,

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipl‘an‘gut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tam5 an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 517d);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun.\2q06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daefah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor {21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraku'an
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita I\;;g a
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); |

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun|2Q14
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 )f

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai S?la':an
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selafan
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110); L
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor' 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja  Dinas-Dinas Daerph
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Dae
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor{4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sun
Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah den
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan A
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susu
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dac
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Dae
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor] 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Suni ai
Selatan Nomor 1); '

15, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-PoKok
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Dae
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomo
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Hulu Sun
Selatan Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelay
Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Dae
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomo 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 1); !

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sela
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupa'ten
Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

)

5,
ai
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Menetapkan

KESATU

92 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu $ungw‘ Selatpn
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan
Daerah Kabupaten Hylu

23. Peraturan Daerah Ka

24.Peraturan Bupati Hulu Sungai

|
21.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selathn
gHN

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golon

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hujlu
Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahpn
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatpn
Nomor 11) sebagaimana telah  diubah dengpn

Peraturan Dacrah Kabupaten Hulu gungai Selatan
2

Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan A

Peraturan Dacrah Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Dae
Jatan Tahun 2014 Nomior|1

Kabupaten Hulu Sungai Se ‘
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sun

Selatan Nomor 1);

£
'
1

an
n
n
n
h
11

Jasa Usaha (Lembaran
Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, T_amba
Hulu Sungal Sela

Lembaran Daerah Kabupaten :
Nomor 12) sebagaimana telah dxubah. den
Kabupaten Hulu Sungal Sc)a
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Dae
ngai Selatan Nomor 12 Tahun (2

Jasa Usaha (Lembaran Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomo 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
|

Selatan Nomor 2);

Peraturan Daerah

Kabupaten Hulu Su
tentang Retribusi

bupaten Hulu Sungai Selathn
1 tentang Retribusi Perizinpan
Kabupaten Hulu Sun i
13, Tambahan Lembarhn
Selatan Nomor 13);

Selatan Nomjor

Nomor 13 Tahun 201
Tertentu (Lembaran Daerah
Selatan Tahun 2011 Nomor
Daerah Kabupaten Hulu Sungai

......... (13) tentang verusnrr.(14) (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun ... (150 Nomor
......... (16); |

MEMUTUSKAN :

Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagign/
menoelak ”) _pcz?nohcnan pembatalan ketetapan Pajak
Daereh/Retribusi terutang Yyang tercantum dalam

SKPD/SKRD®)  NOomoOr  ..ccccomwein i
...................... (20) : . il o
a. Wajib Pajak

I\ja.ma B e ieiisse s S e seEe et (21)

NPWPD O (22

Mmar )

. Wajib Retribusi |

Nama S 2

Alamat s {)3,}
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Tembusan:

1. Kepala DPPKAD Kabupaten Hulu Sungai S

. . i
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. | |

r
l

Ditetapkan di ....ccccoeerenneeeeee
pada tanggal .....ccceeveeemneeees (27)

a.n. BUPATI HSS
(28)

elatan;

2. Wajib Pajak/Wajib Retribusi ybs;

Keterangan :

*} Coret yang tidak perlu

KETERANGAN :
. Gunakan Kop S

Angka (1)

Angka (2)

Angka (3)

Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)

Angka (9)
Angka (10)

Angka (11)

Angka (12)

. Diisi dengan Nomor Kepu

. Diisi dengan nama SKPKD/SKFPD.

: Diisi dengan nama pemohon.

. Diisi dengan nomor Surat Permohonan.
: Diisi dengan tanggal Surat Permohonan.

: Diisi dengan nama pegawai SKPKD/SKPD yang menerima
: Diisi dengan nomor agenda penerimaan Surat Permohonan

agenda penerimaan Surat Permohonan pada SKPKD/S
: Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat

n
Keputusan pembatalan
pemungut re bysi
tribusi Daeran. !

KPKD untuk
ketetapan Pajak Daerah atau Kop SKPD
batalan ketetapan Re

untuk Keputusan pem " |

iisi tetap
Diisi nama SKPKD untuk Keputusan pembatalan ke ta ?l.n
Pajak Daerah atau nama SKPD pemungut retribusi untuk
busi Daerah.

Keputusan pembatalan ketetapan Retri
tusan Kepala SKPKD un hk

Keputusan pembatalan ketetapan Pajak Daerah atau Nomor
Keputusan kepala SKPD pemungut yctrlbum untyik
Keputusan pembatalan ketetapan Retribusi Daerah denggn
ketentuan sebagai berikut : !

Paling depan berisi kode : !
Untuk SKPKD menggunakan kode : ......... ‘

Untuk SKPD menggunakan kode : .........
Setelah kode diberi garis miring, dan nomor urut penerbit

|
(i
Keputusan Kepala SKPKD/Kepala SKPD i

1
Setelah kode diberi garis miring, dan tahun penerbitan

Keputusan Kepala SKPKD/Kepala SKPD 3

{
|
i
i
]
{
4

|

Surat Permohonan.

pada SKPKD/SKPD.
Diisi dengan tanggal diterimanya Surat Permohonan seswiai
0.

Ketetapan Retribusi Daerah dimintak
Ketotaman, erah yang dimintakan pembatalan

: Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam Su‘}-aa}.f

Ketetapan Pajak Dacrah/Surat Keteta ibusi
par pan Retribusi Dae
yang dimintakan pembatalan ketetapan.
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Angka (13)

Angka (14)

Angka (15)
Angka (16)

Angka (17)
Angka (18)
Angka (19)
Angka (20)

Angka (21)
Angka (22)
Angka (23)
Angka (24)

Angka (25)
Angka (26)
Angka (27)

Angka (28)
Angka (29)

Angka (30)

Angka (32)

Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

" diterbitkan.
. Diisi dengan tangg

. Diisi dengan nama jabatan Kepala DPPKAD.

Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian terha
permohonan pembatalan ketetapan Pajak Daerah/Retri
Daerah. |
Diisi dengan tanggal Laporan Hasil pe
permohonan pembatalan ketetapan Pajak Dac

Daerah. !
e - . I
Diisi dengan nomor Peraturan Bupatl yang mengatyr

pbatalan ketetapan. 5

Pajak/Retribusi yang dimintakan pem

Diisi dengan judul Peraturan Bupati yansg mengatyr
Pajak/Retribusi yang dimintakan pembatalan ketetapar-|
Diisi dengan tahun Berita Daerah Peraturan Bupagaﬁ u%
mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan pembar
ketetapan.

Diisi dengan nomor Berita
mengatur Pajak/ Retribusi
ketetapan.

Diisi dengan nomor Surat Ketetap
Ketetapan Retribusi Daerah yang

ketetapan.

Diisi dengan
Ketetapan Paj
yang dimintakan

Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

o}

nelitian terhgdgp
rah/Retribu

Daerah Peraturan Bupati fflmg
yang dimintakan pcmba‘ 4n

L
an Pajak Daerah/Surat
dimintakan pembataia

cantum dalam Sur'pt

; te
Tahun Pajak yang ter Retribusi Daerah

ak Daerah/Surat Ketetapan
pembatalan ketetapan.

Diisi dengan nama Wajib Retribusi yang tercantum déla;n
Surat Ketetapan Retribusi Daerah. :
Diisi dengan Alamat Wajib Retribu
Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
Diisi nama Kabupaten tempat

si yang tercantum dala:rn

dengan Keputlfls?;-n

al, bulan dan tahun saat Keputﬁs%n
diterbitkan. Lo

menandatangani keputusan.

. Diisi dengan nama Pejabat yang menanda
Keputusan. P
. Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat fyai

s

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Jabatan Kepala DPPKAD.
b

|
BUPATI HULU SUNGAI SELA‘J'A# ’

Y e

ACHMAD FIKRY
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELAT.
NOMOR  TAHUN 2014 |
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGAR
PENGURANGAN,  PEMBEBASAN AT
. 'PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH D
RETRIBUSI DAERAH

|

BENTUK FORMAT DAN ISI LAPORAN HASIL PENELITIAN PERMOHON
KERINGANAN/ PENGURANGAN, PEMBEBASAN/ PENGHAPUSAN/ !
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

KOP SKPKD/SKPD (1)
LAPORAN HASIL PENELITIAN PERMOHONAN KERINGANAN/
PENGURANGAN/ PEMBEBASAN/ PENGHAPUSAN/ PEMBAT.
KETETAPAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

NomoOTr : LAP ..cvvuerrmmeemmaesnnaness (1)
Berdasarkan Surat Tugas Penelitian NOMOT .coocseosi 0 ..-;1-(2)
tanggal ....cooeevesssencaransens (3), telah dilaksanakan penelitian administrasi a;
penelitian fisik terhadap pemohon dari tanggal .....ceeeseemrieeenne (4) samp/
dengan tanggal ......cooooeeinieneees (5) terhadap pcrrtr:lhonin kenngag;m
pengurangan/ pembebasan/ pcnghapusan/ pcr.r'1ba lan ke e d stk
Daerah/Retribusi Dacrah yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah/Retrib s
Daerah/Kuasanya*). !
Nama WP/WR RO I Cg)
Alamat WP/WR © o iievesssesssssaessasessasssasssssseasessssssansesssnasasoctios (7)
Nama Kuasa WP/WR ©  iresssssssssssasessssanssseansasanessssserasbattessonaceedbes 8)
Alamat Kuasa WP/WR e ivvevesssssesssaseessrssssessastssssesassssssenanasstanaanstss 9)
Melalui Surat NOMOT ...c.euuveeessienannnnen (10) tanggal ...cooeeveeneemnennnenee (11) yang
AILErima .oeeerrverensereasrrennes (12), dengan uraian sebagai berikut :
I. UMUM
1. Nama WP/WR PPN PUP IR PP PORRTIELL B (13)
2. Alamat WP/WR SRR PPPPPPPIPPPEEDPPEEL (14)
3. Periode § vieresessssnassssesssesestsanteseseTattsssTasnsssenarasstads (1S)
4. Jenis Ketetapan : SKPD/SKRD*) ‘
5. Pajak/Retribusi Terutang : RD. «veereeereernesnsnnessniesinasssasesnns s (16)
(1ovesseeneasoseesronsansanssssssnassansssansnsssanssnaasas )(17)

II. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajpk
Daerah/Retribusi Daerah; |

n. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tah]',ln
2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 3); ‘

3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 T;‘ah2 n
2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerph
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4); i
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4. Peraturan Daerah Kab

2011 tentang Paj
Selatan TahSnngg;{ lDI\?(fr;acfxl- gc?bmm DBl e '
Hulu Sungai Selatan Nomor 9'); ambahan Lembaran Daerah Kabupatel

S. Pera |
2011tu¥2::talzlager?{2£§bu.paten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahu
Kabupaten Hul usi Golongan Jasa Umum (Lembaran Dacr
Lembar: ulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambah
seb ran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor |1})

ot £ telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hu
Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atgs
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golorg
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahup
2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sung
Selatan Nomor 1); | ‘

6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tah
2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Dajr
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tamb ;h '
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Hu
Sungai Selatan Nomor 2 Tahun R
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daer |
Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatdn
Hulu Sungai Selatan Nomor 2); |

7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Taiih
(Lembaran Daer

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu oy
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);

8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor ......... (19) ten ng
......... (18) (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun

......... (20) Nomor reeeeeeee(21);

upaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tah“%

III. HASIL PENELITIAN
1. Penelitian administrasi

..............................................................................................

...................................................................................................... (22)
2. Penelitian fisik terhadap Pemohon
...................................................................................................... (28)
V. KESIMPULAN DAN USUL
1. Kesimpulan 4
...................................................................................................... 24) |
2. Usul i |
...................................................................................................... (25)
................. ) eeeeeerernnneneeeens(26)
Petugas Peneliti | Petugas Peneliti Il
...................... (27) gt shutamsmsaRa s AR Al
NIP. o cssnsninasns (28) | ) L P—— (28)
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|

Mengetahui

Kepala Seksi ..........(29)  Kepala Bidang .......
|l sspumscprarsasmsssams (8B) uiuisisausananasasassimncpnasis (83)  wrrsecesrireriiieiiiniees @g?

NIP. ...ovecvencsasssonsvsise (85) NIP. cevrrreeeeiieecnniienn (36)  NIP. .ooviinirncermneneeees (87

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

. KETERANGAN :
. Angka (1) Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan
‘ Pajak Daerah/Retribusi Daerah secara perscorangan.
i Angka (2) Diisi dengan Nomor Surat Tugas Penelitian. |
3 Angka (3) Diisim dengan Tanggal Surat Tugas Penelitian. ! i
‘; Angka (4) Diisi dengan Tanggal mulainya pelaksanaan penelitléln 1
| lapangan. J
| Angka (5) Diisi dengan Tanggal berakhirnya pelaksanaar penelitian i
4 lapangan. -
! . .. T Lo
| Angka (6) Diisi dengan nama Wajib Pajak/ Wajib Retribusi. .
. Angka (7) Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Wajib Retribusi. ]
| Angka (8) Diisi dengan nama kuasa Wajib Pajak/Wajib Retribusi
! dalam hal dikuasakan. Lo
! Angka (9) Diisi dengan alamat kuasa Wajib Pajak/Wajib Retrib si
1 dalam hal dikuasakan. -
Angka (10) Diisi dengan Nomor Surat Permohonan. | 1
Angka (11) Diisi dengan Tanggal Surat Permohonan pengurangan. | !
Angka (12) Diisi dengan Nama Petugas yang menerima Suﬁ’at
Permohonan pengurangan. .
Angka (13) Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wajib Retribusi. L
Angka (14) Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Wajib Retribusi. '
Angka (15) Diisi dengan periode SKPDa/ SKRD*). |
Angka (16) Diisi dengan besarnya Pajak Daerah/Retribusi Daerah jyang
terutang dengan angka. .
Angka (17) Diisi dengan besarnya Pajak Daerah/Retribusi Daerah i.yaéng
terutang dengan huruf. f
- |
Angka (18) Diisi dengan nomor Peraturan Bupati yang mengafur
Pajak/Retribusi yang dimintakan pembatalan ketetapan. ;
Angka (19) Diisi dengan judul Peraturan Bupati yang mengaﬁur
Pajak/Retribusi yang dimintakan pembatalan ketetapan. |
Angka (20) Diisi dengan tahun Berita Daerah Peraturan Bupati yang
mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan pembatalan
ketetapan. ‘
Angka (21) Diisi dengan nomor Berita Daerah Peraturan Bupati yang
mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan pembatalan
ketetapan.
Angia (22) Diisi dengan uraian hasil penelitian administrasi.
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Angka (23)

Angka (24)
Angka (25)
Angka (26)

Angka 27

Angka (28)

Angka (29)
Angka (30)
Angka (31)

Angka (32)

Angka (33)

Difsi dengan uraian hasil penelitian fisik terhac
dalam hal dilakukan penelitian fisik,

Diisi dengan keaimpulan hasil penclitian.

Diisi dengan usul besarnyn pengurangii yung diberi
w Kabupaten dan tanggal lapora

|
lap pcmbh}m
!
|

kan. |
Diiei dengan nan = :l“*ﬁl
penelitinn dibuat.

setugas pencliti

Diisi dengan tanda tangan dan nams , e E’" &
menandatangani laporan hasil penclitian (Petugns Penelifi |

dan II).
awal Petugas Penclitd ;yxt;.l(
1

Diini dengan Nomor Indule Peg ) :
menandatangani laporan hawsil pcnclltinn Petugns Peneli

dan II).
Diisi dengan nama Scksi yang bcrlnnggungjp#ab
/Retribusi Dacrahi

menangani pengurangan Pajak Dacrah

Diisi  dengan  nama Bidang yang bcx:(unggunginulnb
menangani pengurangan Pajak Dacrah/Retribusi Daerah.
PKD untuk Pajok l?ncrnh atau
i untuk Retribusi Dacrah.

y Kepala Scksi/Kep la
imana dimaksud| pdda

|

Pegawai Kepala Scksi/l{cp!nlu
bagaimana dimaksud pada

namia

Diisi dengan nama SK
SKPD pemungut Retribus

Diisi dengan nama dan tanda tangar
Bidang/Kepala SKPKD /SKPD sebaga
angka 29, 30 dan 31.

Diisi dengan Nomor Induk
Bidang/Kepala SKPKD/ SKPD sc

angka 29, 30 dan 31.

BUPATI HULU SUNGAI SEmfrpiN,

YVl ian

ACHMAD FIKRY
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